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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   127A    TAHUN 2009

TENTANG

PENUNJUKAN KANTOR PMD KABUPATEN BANTUL SEBAGAI PENGELOLA

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

(PNPM MP) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009

BUPATI BANTUL,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa dalam rangka memperlancar Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Kabupaten Bantul, perlu ada penunjukan Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  (PNPM MP) Kabupaten Bantul;



	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  (PNPM MP) Kabupaten Bantul;



	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



	
	
	3.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15;



	
	
	4.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



	
	
	5.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;



	
	
	6.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

	 
	
	7.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;



	
	
	8.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah  Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;



	
	
	9.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;



	
	
	10.
	Keputusan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Kabupaten Bantul;



	Memperhatikan
	:
	1.

2.

3.
	Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B.175/MENKOM/KESRA/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM MP TA. 2009;

Surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/selaku Ketua Pelaksana Tim Pengendali PNPM Mandiri Nomor B. 20066/KMK/D.  VII/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM MP TA. 2009;

Surat Dirjen PMD Departemen Dalam Negeri Nomor 414.2/513/PMD tanggal 11 Desember 2008 perihal Pelaksanaan PNPM Mandiri TA. 2009.



	
	
	
	               MEMUTUSKAN :

	Menetapkan


	:
	
	

	KESATU
	:
	Menunjuk Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Kabupaten Bantul.



	KEDUA
	:
	Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. melaksanakan dan melancarkan program Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) dan bertanggung jawab atas keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program; dan

2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.



	KETIGA

KEEMPAT


	:

:


	Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


                                                                                               Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal PMD Depdagri di Jakarta;

2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

6. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;

7. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;

8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul;

9. Yang bersangkutan.

     Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR
     TAHUN 2009

TANGGAL    

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PINJAMAN BERGULIR USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONIL DAN PERSONALIA

	No
	Jabatan Dalam Tim
	Jabatan Dalam Dinas
	Nama

	1.
	Pembina/

Penanggungjawab
	Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Setda Kab. Bantul


	

	2.


	Tim Pelaksana

a. Ketua 

b. Bendahara           

     dan Pelaporan
	Kasubag Investasi dan Kerjasama  Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Setda Kab. Bantul

Unsur Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Setda Kab. Bantul


	Safrudin Ansori, SST

	
	c. Anggota
	1. Unsur Dinas Perindagkop Kab. Bantul

2. Unsur Dekranas Kab. Bantul

3. Unsur PD. Bank Bantul Kab. Bantul


	1. Drs. Totok Sumarto

2. Tri Murdianani, SE

1. Ami Suprapto, SE

2. Rustamyudi

Taslan




BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR
       TAHUN 2009

                                                                          TANGGAL    

PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM PINJAMAN BERGULIR USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

DI KABUPATEN BANTUL

1. Kriteria UKM yang berhak mendapatkan bantuan pinjaman bergulir adalah sebagai berikut :

a. usaha di bidang kerajinan;

b. menggunakan bahan baku lokal;

c. perajin produk kerajinan ekspor; dan

d. belum mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

2. UKM menyerahkan proposal permohonan pinjaman bergulir kepada Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

3. Pelaksana melakukan seleksi dan peninjauan kepada UKM yang telah mengajukan proposal permohonan pinjaman, kemudian melakukan rapat koordinasi untuk menentukan kelayakan besarnya pemberian pinjaman.

4. Pelaksana mencairkan dana pinjaman bergulir kepada KUPK dengan persetujuan Pembina.

5. Bantuan Pinjaman bergulir tersebut dikenakan bunga sebesar 10% (sepuluh per seratus) per tahun, dipergunakan untuk :

a. biaya operasional Tim sebesar 5 % (lima per seratus); dan

b. penguatan modal sebesar 5 % (lima per seratus).

6. Pelaksana membukukan dan melaporkan perkembangan bantuan pinjaman bergulir kepada Bupati Bantul secara periodik setiap triwulan dengan tembusan kepada Ketua Dekranas Kabupaten Bantul dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.

7. Pengendalian berkala diaksanakan oeh Tim Program Pinjaman Berguir UKM Kabupaten Bantul setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

8. Penempatan dana Pinjaman Bergulir UKM di PD. Bank Bantul Kabupaten Bantul atas nama Bendahara Tim Program Pinjaman Bergulir Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

